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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia tentunya memiliki kepentingan yang berbeda satu dengan
yang lainnya. Semakin lama kepentingan tersebut semakin kompleks sehingga tak
jarang terdapat perbenturan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Untuk tetap
menjaga dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap manusia, maka
setiap orang sebaiknya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum. Apalagi dalam
era modern saat ini, hukum semakin memiliki posisi yang strategis dan dominan di
dalam masyarakat. Hukum telah dilihat sebagai suatu sistem yang teratur.

Bila ditinjau dari aspek hukum, maka hukum itu bertujuan untuk menciptakan
kedamaian, dimana terdapat suatu keadaan yang serasi antara nilai ketertiban ekstern
antar pribadi dengan (nilai) ketenteraman/ketenangan intern pribadi.'

Agar tujuan hukum tersebut dapat berperan dengan baik dan benar, maka
diperlukan lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi ketentuan
hukum yang akan dijalankan oleh masyarakat. Lembaga-lembaga inilah yang akan
menegakkan hukum (law enforcement) yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Seperti pendapat dari Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Marwan Effendy, bahwa

‘1 g;;t }l:larulglan, Himpunan Sari Kuliah Pengantar Iimu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang,
, him. 9.



hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang
tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya
penegakan hukum yang diharapkan.? Berarti tanpa adanya penegakan hukum, hukum
yang ada masih hanya sebatas aturan-aturan yang tidak memiliki kekuatan untuk
memaksa agar masyarakat mematuhinya.

Penegakan hukum itu sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa tahap. Tahap
pertama merupakan tahap formulatif dimana pada tahap inilah legislative
merumuskan suatu peraturan ke dalam bentuk undang-undang. Tahap kedua
merupakan tahap aplikasi dimana pada tahap ini yudikatif melakukan penerapan
terhadap undang-undang yang telah dirumuskan. Tahap ini dibebankan kepada
pengadilan dan hakim. Tahap ketiga merupakan tahap administratif dimana pihak
eksekutif adalah pihak yang melakukan eksekusi. Tahap ini dibebankan kepada
kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Berbicara mengenai lembaga penegakan hukum dalam sistim peradilan pidana
khususnya Sistim Peradilan Pidana Indonesia, tidak akan terlepas dari proses
penegakan hukum pidana itu sendiri yang dimulai dari proses penyelidikan,
penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan.’

2 5
Marwan Effendy, Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT. G .
Pustaka Utama, Jakarta, 2005, him. 2. pekiif » 1. Gramedia

3 . .
Syarifuddin Pettanase, Pengantar Hukum Acara Pidana, Penerbit Universitas Sriwii
Palembang, 1997, him. 1. nwijaya,



Salah satu lembaga penegak hukum yang turut juga mewujudkan kedamaian
di dalam masyarakat adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan merupakan
satu-satunya lembaga yang bertugas melaksanakan kekuasaan Negara dibidang
penuntutan. Kekuasaan melakukan penuntutan ini dilaksanakan oleh seorang
penuntut umum atau jaksa.4
Pengertian Penuntutan itu sendiri dapat ditemukan di dalam Pasal 1 poin 7
KUHAP, yang berbunyi :
“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan

diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Tugas penuntutan yang diemban oleh penuntut umum merupakan awal dari
dimulainya proses pemeriksaan di pengadilan. Kenapa disebut awal? Hal ini
dikarenakan pada dasarnya hakim pada sistem peradilan pidana bersifat pasif yang
artinya hakim sifatnya menunggu. Hakim tidak dapat membuka suatu persidangan
atau memutuskan suatu perkara tindak pidana sebelum adanya pelimpahan perkara ke

Pengadilan Negeri dan meminta supaya diperiksa dan diputus.

4 . . .
Untuk menyesuaikan dengan judul tulisan maka yang akan digunakan adalah kata “penuntut umum”



Berbicara mengenai penuntutan, Penuntut Umum memiliki beberapa
kewenangan, salah satunya adalah untuk menghentikan penuntutan. Penghentian
penuntutan ini diatur dalam Pasal 140 ayat (2) yang menegaskan bahwa penuntut
umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara.

Penghentian penuntutan ini tidak berarti telah terjadi penyampingan perkara
(deponering), oleh karena itu harus dibedakan antara penghentian penuntutan dengan
penyampingan perkara. Yahya Harahap membedakan penghentian penuntutan dengan
penyampingan perkara, sebagai berikut :

1. Pada penyampingan perkara (deponering), perkara yang bersangkutan
memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa dimuka sidang
pengadilan. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini “sengaja
dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak
penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum”

2. Pada penghentian penuntutan, alasannya bukan didasarkan kepada

kepentingan umum akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan

kepentingan hukum itu sendiri.’

Berdasarkan perbedaan di atas, untuk membedakan penghentian penuntutan
dengan penyampingan perkara, dilihat dari alasan mengambil kebijakan tersebut. Bila

suatu perkara dikesampingkan harus dengan alasan untuk kepentingan umum dan bila

5 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 425.




suatu perkara dihentikan penuntutannya dengan alasan semata-mata didasarkan
kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri.

Penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan beberapa alasan, seperti
perkara yang bersangkutan “tidak” mempunyai pembuktian yang cukup, apa yang
dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau
pelanggaran, maupun alasan penghentian penuntutan ialah atas dasar perkara ditutup
demi kepentingan hukum.

Salah satu alasan penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara ditutup
demi kepentingan hukum. Penghentian penuntutan dengan alasan perkara ditutup
demi kepentingan hukum, dapat ditemukan di dalam Pasal 14 huruf (h) KUHAP.® Hal
ini merupakan salah satu kewenangan dari penuntut umum yang terdapat dalam Pasal
14 KUHAP ini.

Namun pembentuk undang-undang (legislative) dalam merumuskan ketentuan
ini tidak menjelaskan maksud dari ketentuan ini di dalam penjelasan KUHAP.
Penjelasan KUHAP hanya menyatakan “cukup jelas”. Sehingga di dalam praktiknya,
penuntut umum akan menggunakan penafsiran. Akibat lebih jauhnya penuntut umum

tidak mempunyai pedoman pokok di dalam menerapkan ketentuan ini.

¢ Pasal 14 KUHAP merumuskan;
“Penuntut Umum mempunyai wewenang :

g. melakukan penuntutan
h. menutup perkara demi kepentingan hukum



Ketentuan Pasal 14 huruf (h) KUHAP ini dapat disebut sebagai ketentuan
karet karena tidak adanya batasan-batasan yang jelas mengenai penutupan perkara
demi kepentingan hukum ini. Tentunya hal ini sangat membahayakan bagi setiap
orang pencari keadilan karena kepastian hukum jelas tidak akan tercapai. Khususnya
kalimat “demi kepentingan hukum”, tidak ada batasan yang jelas. Bayangkan saja
bagaimana bila pada suatu kasus, pihak penyidik sudah bekerja keras untuk
mengungkap suatu tindak pidana, namun ketika sudah sampai di penuntut umum,
penuntut umum memutuskan untuk menutup perkara yang telah disidik demi
kepentingan hukum. Betapa kecewanya pihak pencari keadilan ketika menerima
keputusan penuntut umum untuk menutup perkara yang diikutinya demi hukum,
terlebih pihak korban sendiri. Hal ini sangat mencederai asas keadilan dan prinsip
equality before the law.

Seperti pada kasus penutupan perkara Soeharto dimana Kejaksaan Agung
mengeluarkan SKP3 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara), yang banyak
menuai protes dari berbagai kalangan terutama para korban pemerintahan Soeharto
dan dari LSM HAM dan Antikorupsi.’

Kemudian, bila suatu perkara telah ditutup demi kepentingan hukum tentunya
dari pihak korban akan tetap berusaha bagaimana agar tersangka dapat dihadapkan di

sidang pengadilan. Harapan satu-satunya yang ada di benak pihak korban adalah

semoga perkaranya dapat dibuka kembali.

7 www.suara-merdeka.com
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Di dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

a. Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan
tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal
tersebut dalam surat ketetapan.

b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan ditahan, wajib
segera dibebaskan.

c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga
atau penasihat hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan hakim.

d. apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan
penuntutan terhadap tersangka”

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti dalam hal penghentian penuntutan
perkara yang sudah dihentikan penuntutannya dapat dibuka kembali. Penutupan
perkara demi hukum merupakan salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan.
Jadi apakah perkara yang sudah ditutup demi kepentingan hukum dapat dibuka
kembali perkaranya? Pertanyaan ini tidak diakomodir oleh KUHAP hanya saja
tertuang secara tersirat di dalam ketentuan Pasal 140 ayat (2) di atas.

Menurut Harun M. Husein, antara penghentian penuntutan dan menutup
perkara demi hukum terdapat perbedaan yang prinsipil. Penghentian penuntutan
bersifat sementara, sedangkan penutupan perkara demi kepentingan hukum bersifat
tetap (permanent), jadi sekali terhadap suatu perkara telah ditutup demi hukum maka
terhadap perkara tersebut selamanya tidak akan dilakukan penuntutan.®

Dari penjelasan di atas berarti terdapat dua pendapat yang berbeda, KUHAP

sebagai ketentuan umum tidak mengakomodir hal ini. Tentunya permasalahan ini

# Harun M. Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidan

him. 240. a, Rineka Cipta, Jakarta, 1991,



harus diselesaikan agar pihak korban dan pihak tersangka tidak terjun ke dalam tarik
menarik kepentingan, antara dapat dibuka dengan tidak dapat dibuka.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas maka
penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul:
“KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENUTUP PERKARA

DEMI KEPENTINGAN HUKUM”.

B. Permasalahan
Adapun permasalahan yang dicari jawabannya dari uraian di atas adalah :
a. Bagaimana kriteria suatu perkara ditutup demi kepentingan hukum yang
dilakukan oleh Penuntut Umum?

b. Apakah suatu perkara yang ditutup demi kepentingan hukum dapat dibuka

kembali perkaranya?

C. Ruang Lingkup
Mengingat banyaknya kewenangan yang diemban Penuntut Umum khususnya
yang terdapat dalam Pasal 14 KUHAP, maka ruang lingkup dari skripsi ini adalah

terbatas hanya pada kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum.

D. Tujuan Penelitian

Diangkatnya permasalahan yang berhubungan dengan kewenangan Penuntut

Umum dalam menutup perkara demi kepentingan hukum ini yaitu bertujuan untuk :




a. Memahami kriteria suatu perkara yang dapat ditutup demi kepentingan
hukum.
b. Memahami suatu perkara yang ditutup demi kepentingan hukum dapat dibuka

kembali atau tidak.

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Manfaat Teoretis
Agar dapat memberikan tambahan pengetahuan, memperluas wawasan, serta
pemahaman tentang hukum pidana, khususnya mengenai kewenangan
penuntut umum dalam menutup perkara demi kepentingan hukum.
b. Manfaat Praktis
Diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya
bagi Penuntut Umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

informasi bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian memperoleh hasil yang optimal dilengkapi dengan data-data

yang akurat, maka penulis menentukan metodologi penelitian sebagai berikut :
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1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan
mengumpulkan data dari kepustakaan terkait kewenangan Penuntut Umum dalam
menutup perkara demi kepentingan hukum.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang. Pendekatan yuridis

- normatif yaitu mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan kepustakaan,
dan pendekatan yuridis empiris yaitu mencari dan mengumpulkan data di

lapangan dan wawancara.

2. Jenis dan Sumber Data
Data dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada data

sekunder dan data primer sebagai penunjang.

1. Jenis dan sumber data yang bersumber dari data sekunder ialah :
a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang
digunakan dalam penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang
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digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan-tulisan
ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan tulisan.

c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni

berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Sumber data yang diperoleh dari data primer sebagai data penunjang yakni
dengan melakukan wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang
dilakukan berdasarkan suatu pedoman atau catatan yang berisikan butir-butir
atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada
wawancara langsung, sebagai informannya adalah Kepala Seksi Penuntutan

Kejaksaan Negeri Palembang.

3. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan analisa
kepustakaan yang didapat dari sumber data sekunder yang berasal dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, data juga digali

dari sumber data primer sebagai penunjang dengan melakukan wawancara

langsung.
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4. Analisis Data
Setelah data-data terkumpul, maka penulis menyajikan data berbentuk uraian,
kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh baik
berupa data kepustakaan maupun dari wawancara, yang bertujuan agar apa yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini terjawab dengan jelas dan proses

analisa data dilaksanakan terhadap semua data.
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